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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam melestarikan Candi Gebang sebagai benda cagar 

budaya sudah dijalankan dengan baik, tetapi belum maksimal. Pelestarian 

ini dilakukan dalam bentuk pemeliharaan rutin sehari-hari  ( pemeliharaan 

mekanis) dan  kegiatan konservasi kimiawi serta bekerjasama dengan 

tenaga ahli geologi, geodesi ataupun arkeologi dari universitas-universitas 

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Kurang maksimalnya pelestarian Candi Gebang sebagai Benda Cagar 

Budaya disebabkan oleh adanya kendala-kendala sebagai berikut: 

a.  peraturan zonasi yang tidak jelas, 

b.  kurangnya SDM, 

c. pendapatan hasil retribusi tidak digunakan untuk upaya 

pelestarian Candi Gebang sebagai benda cagar budaya.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Ketentuan peraturan terkait system zonasi perlu diperjelas, sehingga upaya 

pelestarian benda cagar budaya, termasuk Candi Gebang dapat 

dilaksanakan lebih maksimal. 

2. Balai perlu menambah jumlah tenaga pemeliharaan peninggalan purbakala 

mengingat masih banyak peninggalan purbakala yang terbengkelai. 

3. Perlu adanya pengaturan distribusi pendapatan hasil retribusi benda cagar 

budaya, termasuk Candi Gebang yang juga diorientasikan pada pelestarian 

benda cagar budaya. 
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